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RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Undang-Undang tentang Kepolisian) telah didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan
Polri berorientasi sipil (Civilian Police), namun faktanya Polri belum sepenuhnya mampu
mewujudkan diri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara
profesional. Pelaksanaan fungsi Polri masih menghadapi banyak hambatan dan masalah, baik
dari sisi kemampuan dan kualitas sumber daya manusia Polri, kinerja, profesionalitas,
penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, maupun aspek transparansi dan
akuntabilitas kelembagaan. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian belum
secara optimal memperbaiki kinerja Polri dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial
dan kenegaraan di Indonesia. Fungsi Polri sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahan
sudah selayaknya mengikuti variasi yang berkembang dalam kondisi ketatanegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan, khususnya juga terhadap produk hukum yang mengatur
penyelenggaraan fungsi Polri. Pada dasarnya penyempurnaan Undang-Undang tentang
Kepolisian diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menyesuaikan diri dengan
dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia. Upaya meningkatkan kinerja Polri merupakan
bagian dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri sebagai alat
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Dengan
penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepolisian ini diupayakan agar pelaksanaan tugas
dan wewenang Polri lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses penegakan
hukum berjalan semakin baik. Terkait dengan identifikasi kelemahan Undang-Undang tentang
Kepolisian, maka bisa ditentukan solusi atas kelemahan untuk menjawab permasalahan
terhadap Undang-Undang tentang Kepolisian. Solusi ini mengarahkan perubahan
Undang-Undang tentang Kepolisian, yaitu memperbaiki sistem pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri; penegasan pemberian kewenangan penyadapan oleh Kepolsiian;
pemberian bantuan dalam pemanggilan paksa atas permintaan lembaga negara atau instansi
pemerintah; komisi kode etik Polri; dan Komisi Kepolisian Nasional.

sumber : https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/14



JENIS
Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Berita

Jurnal

Buku

Buku

Dokumen

Undang-undang &
Peraturan

KETERANGAN

Komisi Il Apresiasi Polri Berantas Jaringan Judol
Internasional

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat
Pengawasan dan Profesionalisme Kepolisian

RUU Palri Disetujui Jadi UU, Memuat 8 Substansi
Reformasi

RUU Polri Disetujui Jadi UU, Memuat 8 Substansi
Reformasi

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

UU Polri Baru: Dari Kelembagaan Menuju
Keadilan Rasa Aman

ANALISA HUKUM UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN SEBAGAI PERAN
PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM

Hukum kepolisian dan kriminalistik

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Pertahanan Negara

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN \n45_NASKAH_AKADEMIK_PERUBAHAN_K

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

URL

https://www.dpr.go.id/kegiatan
\n-dpr/berita/Komisi-lll-Apresia
\nsi-Polri-Berantas-Jaringan-Jud
\nol-Internasional-65108

https://www.dpr.go.id/kegiatan
\n-dpr/berita/Paripurna-DPR-Sahk
\nan-RUU-Polri-Perkuat-Pengawasa
\nn-dan-Profesionalisme-Kepolisi
\nan-65875

https://www.hukumonline.com/be
\nrita/a/ruu-polri-disetujui-jad
\ni-uu--memuat-8-substansi-refor
\nmasi-lta27a8a28a870/?page=all

https://www.hukumonline.com/be
\nrita/a/ruu-polri-disetujui-jad
\ni-uu--memuat-8-substansi-refor
\nmasi-lt6a27a8a28a870/?page=all

https://puupolhukham.dpr.go.id
\n/simas-puu/detail-ruu/id/14

https://nasional.kompas.com/re
\nad/2026/06/17/14300051/uu-polr
\ni-baru--dari-kelembagaan-menuj
\nu-keadilan-rasa-aman
https://jurnalptik.id/JIK/arti
\ncle/view/414

https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=38664&keyw
\nords=kepolisian

https://opac.dpr.go.id/index.p
\nhp?p=show_detail&id=40859&keyw
\nords=kepolisian

https://icjr.or.id/wp-content/
\nuploads/2024/05/130524_Pkl_21

\nEDUA_RUU_POLRI_Versi-2.pdf

https://share.google/jude8nJPE

NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN \nGK5arui8

NEGARA REPUBLIK INDONESIA



http://www.tcpdf.org

